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Pendahuluan

Memasuki era globalisasi, yang utama harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang

muncul dari ekonomi terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor atau golongan yang lebih maju. Hal ini belum terlaksana
sepenuhnya muncul krisis ekonomi dan pada gilirannya menimbulkan multi krisis yang merupakan beban masyarakat dan pemerintah
serta benar-benar menjadi persoalan yang sulit diatasi. Seperti apa yang disampaikan diatas,masyarakat pelaku ekonomi kecil atau yang
disebut UKM merasa ditinggalkan karena perhatian pemerintah dianggap kurang dan hanya membela kepentingan golongan ekonomi
yang lebih maju.

Mengacu pada paradigma baru pembangunan oleh Chambers, yakni yang bersifat people-centered, participatory, empowering dan
suistanable, maka pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap proses. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
konsep yang merangkum nilai nilai sosial yang didalamnya mencakup pembangunan masyarakat (comunity development) dan
pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (comunitybased development).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi
Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008: xxi) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan yaitu. 1. Akses, dalam arti
kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan sekitar. 2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan
dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut. 3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai
kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut. 4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki
dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.
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Pendahuluan

Berdasarkan pada tabel. 1 dapat dilihat bahwa Desa Banjarbendo memiliki beberapa UKM yang masih aktif sebagai wadah
pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Sehingga keadaan ekonomi keluarga mengalami kesjahteraan,dikarenakan dari keluarga yang
sejahtera, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan
kedamaian. Dalam hal itu Desa Banjarbendo memberikan bantuan dengan pelatihan dan pengadaan teknologi untuk pemberdayaan
ekonomi desa yang sudah tertera dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). Oleh karena itu, Desa
Banjarbendo menunjukkan komitmen untuk memberdayakan masyarakatnya secara berkelanjutan dan menciptakan perekonomian desa
yang lebih mandiri dan sejahtera.

Tabel 1. Data Industri Kecil Menengah Desa Banjarbendo Tahun 2023. 

No Nama 

perusahaan 

Alamat Jumlah 

tenaga 

kerja 

Nilai 

investasi 

Nama 

produk 

Bahan baku 

1 Perusahaan 

minyak 

pewangi 

laundry 

Desa 

Banjarbendo 

rt01 rw 01 

4 orang Rp. 15.000 Pewangi 

laundry 

dan obat 

lantai 

Bibit pewangi 

2 Pabrik 

Kerupuk 

Desa 

Banjarbendo 

rt 15 rw 06 

7 orang Rp. 35.000 Kerupuk Tepung 

3 Pabrik Kain 

Perca 

Desa 

Banjarbendo 

rt 13 rw 06 

3 orang Rp. 15.000 Seprei 

dan lain-

lain 

Kain perca 

Sumber: dikelola oleh pemerintah Desa Banjarbendo (2023) 
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Pendahuluan
Tabel 2. Program Pemberdayaan ekonomi Desa Banjarbendo Tahun 2022-2023 

 

N o Jenis Kegiatan Volume 
Target 

Sasaran 

Jumlah 
Sumber 

Biaya 

2022 2023  

1. Pelatihan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

50 orang 50 orang Rp. 22.650.000 Rp.10.000.000 Dana 

Desa 

2. Pengadaan teknologi 

UMKM untuk 

pengembangan 

ekonomi 

50 orang 50 orang Rp. 9.450.000 Rp.12.000.000 Dana 

Desa 

Sumber: dikelola oleh pemerintah Desa Banjarbendo (2022-2023) 

 

Berdasarkan tabel 2, bahwa dalam program pemberdayaan ekonomi Desa Banjarbendo terdapat pengurangan jumlah biaya

pada tahun 2023 di pelatihan pemberdayaan perempuan karena adanya pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah

pusat atau daerah yang berdampak pada dana yang tersedia untuk progran pemberdayaan di desa dan desa memprioritaskan

program lain yang dianggap lebih penting dibandingkan program pemberdayaan sedangkan dalam pengadaan teknologi

terdapat kenaikan biaya pada tahun 2023 karena harga perangkat tekonologi cenderung naik seiring waktu dampak inflasi

dan peningkatan biaya produksi, desa memerlukan teknologi yang lebih canggih dan kompleks yang memilik biaya lebih

tinggi, dan peningkatan kebutuhan infrastruktur seperti jaringan internet, listrik, dan pelatihan pengguna.
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Metode

Jenis Penelitian

Fokus Penelitian

Indikator

1. Akses

2. Partisipasi

3. Kontrol

4. manfaat

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di
Desa Banjarbendo dengan menggunakan
indikator pemberdayaan ekonomi menurut
Nursahbani Katjasungkana

Menggunakan Penelitian
Kualitatif



6

Metode

Lokasi Penelitian

Teknik Pengumpulan Informan
Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan 

dokumentasi
Purposive Sampling

Di Kantor Pemerintah Desa

Banjarbendo Kecamatan

Sidoarjo
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Hasil

Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan di Desa Banjarbendo Kecamatan
Sidoarjo ini adalah UMKM (Pabrik Kerupuk, kain perca serta berbagai macam industry kecil
lainnya). Pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut berguna untuk meningkatkan
perekonomian keluarga serta bisa membangun desa menjadi lebih maju. Peneliti ini
menggunakan teori pemberdayaan ekonomi perempuan yang tidak lepas pada 4
indikator menurut Nursahbani Katjasungkana, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
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Lanjutan

1. Akses
Akses merupakan aksesibilitas mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran,
apapun karakteristik individu maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnis, agama. Akses juga dapat
berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang
melekat pada individu atau kelompok. Akses dalam hal ini merupakan kesamaan hak dalam mengakses sumber daya disekitar.

Terbatasnya akses perempuan terhadap variabel produksi seperti lahan, pekerjaan, dan modal menyebabkan rendahnya tingkat
produktivitas yang dicapai perempuan. Jumlah pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan bergaji tinggi yang tersedia bagi
perempuan rata-rata jauh lebih rendah daripada yang dapat diakses laki-laki. Perempuan seringkali memiliki lebih sedikit
kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang
menguntungkan secara ekonomi berkurang. Untuk meningkatkan akses perempuan Pemerintah Desa memberikan pelatihan
dan modal usaha.
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Lanjutan

2. Partisipasi

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan
maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Sumaryadi
(2005:46). Pengertian ini harusnya melekat pada seluruh elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara proses pembangunan dari pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Karena pada
dasarnya proses perencanaan untuk pembangunan desa tidak lepas daripada partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi oleh
banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikut sertaan, turut serta mengambil bagian.
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Lanjutan

3. Kontrol

Pengendalian/Kontrol merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Secara umum dapat dikatakan
bahwa fungsi utama dari pengendalian adalah menciptakan suatu mekanisme operasional dan tata kerja yang baik dalam suatu
organisasi sehingga dapat menekan dan menghindari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan, baik yang
disengaja maupun tidak disengaja. Pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti
implementasi dari perencanaan dan pengggunaan umpan balik agar tujuan organisasi dicapai secara total. Pengendalian
dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai dengan
efektif dan efisien.



11

Lanjutan

4. Manfaat

Manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalaam suatu
pranata. Menurut Davis (1989) dan Adam et.al (1992) dalam Anisa Triningsih (2006) mendefinisikan kemanfaatan
(usefulness) sebagai tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan
prestasi orang tersebut. Program-program dari pemerintah desa memberikan manfaat bagi perempuan dengan melakukan
pelatihan, modal usaha, dan pendampingan bisnis, sehingga meningkatkan kesejahteraan perempuan dan meningkatkan
pendapatan keluarga.
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Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Banjarbendo
menunjukkan bahwa akses perempuan di Desa Banjarbendo masih belum baik, terbatasnya
akses gender perempuan karena adanya norma budaya, kurangnya pendidikan, dan
keterbatasan sumber daya. Hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah
desa. Oleh karena itu, pemerintah desa Banjarbendo memberikan berbagai program melalui
pelatihan dan modal usaha UKM (usaha kecil menengah) untuk masyarakat Desa
Banjarbendo terutama perempuan. Melalui program tersebut dapat meningkatkan ekonomi
dan mensejahterkan keluarga.
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